Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Rengat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam

sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nopita Sari binti M. Nur. 1B, NIK 1402056411920001, tempat dan tanggal lahir
Pandan Wangi, 25 November 1992 (umur 31 tahun), agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di JI. Durian, RT. 017 RW. 004, Desa Pandan Wangi,
Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam
hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
novitasari031994@gmail.com dan nomor telepon 082283095493,

sebagai Penggugat;
Lawan

Ade Satria Ritonga bin Parluhutan Ritonga, NIK 1402032005910003, tempat
dan tanggal lahir Sidempuan, 20 Mei 1994 (umur 29 tahun), agama
Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rutan
Kelas Il B Rengat Jalan Raya Pematang Reba 4€“ Pekan Heran
KM. 4, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat,

Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat secara
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 31 Januari 2024 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor
register perkara 109/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 21 Februari 2024, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 04 November 2013 telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan
tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dalam
Kutipan Akta Nikah nomor 211/02/X1/2013 tertanggal 04 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jl. Durian,
RTO017 RWO004, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama lebih kurang 8 tahun, hingga
berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
a. Dirga Pratam Putra bin Ade Satria Ritonga, NIK
1402050808140002, Tempat/Tanggal Lahir : Pandan Wangi, 08 Agustus
2014, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SD (Kelas 3);
b. M. Al Fatih bin Ade Satria Ritonga, NIK : 1402051511180002,
Tempat/Tanggal Lahir : Pandan Wangi, 15 November 2018, Jenis
Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : TK;
c. M. Risky Ramadhani bin Ade Satria Ritonga, NIK
1402051105210001, Tempat/Tanggal Lahir : Pandan Wangi, 11 Mei
2021, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : Belum Sekolah (Umur 2
Tahun);
Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Berdasarkan Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2021/PN Ragt,
tertanggal 29 September 2021 Tergugat telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli
Narkotika golongan | bukan tanaman” dan mendapatkan vonis dari Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Rengat terhadap perbuatannya tersebut yang
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telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman penjara 6 (Enam) tahun
dan telah berkekuatan hukum yang tetap;
6. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan Pasal 19 PP No.
9 Tahun 1975 menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau
alasan-alasan:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain diluar kemampuannya,;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami/isteri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik
diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu
berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 005/PW.2013/ yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandan Wangi pada tanggal 15 Januari 2024;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas,
maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk
selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primair :

1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2) Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Ade Satria Ritonga
bin Parluhutan Ritonga) terhadap Penggugat (Nopita Sari binti M. Nur.
1B);
3) Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini dan
membebankan seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat
Tahun 2024.
Subsidair :
“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang
seadil-adilnya.”
Pemanggilan Dan Kehadiran Pihak
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor
109/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 22 Pebruari 2024 dan yang telah dibacakan di
muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang Tergugat itu
disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat (verstek);
Memeriksa Identitas Pihak
Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa dan memverifikasi
identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas
tersebut telah benar;
Nasehat Majelis
Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Berperkara Secara Cuma-cuma

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak
mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk
berperkara secara prodeo atau cuma-cuma,;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Agama Rengat nomor 327/WAKA.PA.W4-A2/HK2.6/11/2024 tanggal
19 Februari 2024 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama
Penggugat dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan
Agama Rengat nomor 328/SEK/PA.W4-A2/SK/HK2.6/11/2024 tanggal 19
Februari 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang
dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rengat atas nama
Penggugat yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara
ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa
secara prodeo atau cuma-cuma melalui biaya perkara dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Rengat tahun 2024;
Pembuktian

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402056411920001 atas
nama Nopita Sari, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 21

November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti

(P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402052306210005 atas nama Ade

Satria Ritonga yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 24

Juni 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
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kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti
(P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/02/X1/2013 atas nama
Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tanggal 04 November 2013.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor
220/Pid.Sus/2021/PN Rgt, tanggal 29 September 2021 atas nama
Terdakwa Ade Satria Ritonga bin Parluhutan Ritonga yang telah
berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 06 Oktober 2021 yang aslinya
dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kabupaten Indragiri
Hulu Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta
kode bukti (P.4);

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap
pada gugatan dan mohon mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;
Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang
merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
Legal Standing Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan tercatat,
ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat
dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing
untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo (persona standi in judicio);
Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sesuai
ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto
Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.bg maka harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal
154 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha
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mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap
Tergugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana
didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah
dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan
lagi;

Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah
hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai
sifat khusus (lex specialis), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian
sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1685
KUHPerdata dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta otentik, telah
bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata,
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,
maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isi bukti tersebut
menerangkan tempat tinggal Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti P tersebut memenuhi syarat formil
dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
Rengat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a
quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan isi bukti tersebut menerangkan
status hubungan sebuah keluarga, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto
Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan
materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah ternyata terbukti atas nama
#1373# sebagai kepala keluarga dan Penggugat (Nopita Sari binti M. Nur. IB)
sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ade Satria
Ritonga bin Parluhutan Ritonga dengan Nopita Sari binti M. Nur. IB selama ini
telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup
dalam satu rumah tangga dalam satu keluarga di wilayah hukum Pengadilan
Agama Rengat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
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dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa
Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil
sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam dan tercatat di KUA Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sejak tanggal 04 November 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Putusan Nomor:
220/Pid.Sus/2021/PN Rgt, tanggal 29 September 2021 atas nama Terdakwa
Ade Satria Ritonga bin Parluhutan Ritonga yang telah berkekuatan hukum
tetap sejak tanggal 19 Oktober 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera
Pengadilan Negeri Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai
dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH
Perdata juncto Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Tergugat
merupakan terpidana (kasus narkoba) dengan pidana penjara selama 6 (enam)
tahun sehingga berdasarkan bukti P.4 tersebut majelis berpendapat dan
berkesimpulan bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat dengan alasan Tergugat dipidana penjara selama 6 (enam)
tahun penjara telah dianggap cukup, sehingga tidak diperlukan tambahan bukti
lainnya, karena nilai kekuatan bukti tersebut adalah sempurna dan mengikat ;
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Fakta Kejadian
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya
di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah
diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada tanggal 04 November 2013 yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Peranap Kabupaten Indragiri
Hulu Provinsi Riau;
2. Bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika
golongan | bukan tanaman dan mendapatkan vonis dari Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rengat terhadap perbuatannya tersebut yang telah
berkekuatan hukum tetap dengan hukuman penjara 6 (Enam) tahun dan
telah berkekuatan hukum yang tetap;.
3. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan sudah berusaha
menasehati Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil,
karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar
tweespalt);
4, Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu

perbuatan yang melawan hukum;
Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang
merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak
saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat
dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti itu,
pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya
masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak
mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan
bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat
menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini telah sejalan
pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab al-Mar’atu baina al
Fighi Wa al-Qanuni, karya Dr. Musthafa As Siba’i yang diambil alih menjadi
pendapat Majelis yang berbunyi:

Aoyt e el b Laae gl 30l (SN aa adilsY da g3l slall oa
101108 il (S5 Lagay (et lite (g plain) (B DAY 5 aeSolay YY)
dad Gens il Ceds G Aan s 30 43 Slal) i o SA) (e 43 L5l S ) idad

D) 5 dnilalall dae aag 4flad AT IS 15 Lagia aal g JSI 7 ses

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan
menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan
perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun
sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan
atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih
baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang
suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan
bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan
pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290

yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

dne Sl ¥ )\ o) e o5l V) ceal 1) il g2ld) e s e 51
Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga
hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri

antara mereka berdua”;
Bahwa juga dalam Kitab al-Igna juz 1l halaman 133 yang diambil alih

menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:
mwbm\ ade alhlgag ! da gyl &g pte i 13

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka
hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak
satu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga

yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan
menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan
memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak
madlarat sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sudah tidak satu
ranjang (tempat tidur) lagi, dan saling meninggalkan tanggung jawab masing-
masing sebagai suami isteri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan
kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan

sebagaiman kaidah ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:

rlaal) ila o atia duidal) 0
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Artinya: “Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan
kemaslahatan”
Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara

Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi
tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha
menasehati agar Penggugat berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk
ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun
Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis
berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya
sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, bila suami istri dalam
kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan dan pertengkaran yang
terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil
merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah
tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah sangat mengganggu
suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua
belah pihak jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi religius, perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu telah menjadikan berbagai
fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu
adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling
melindungi tidak terpenuhi lagi,

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah
sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi
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untuk hidup bersama, rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga
yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, meskipun antara Penggugat
dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan
kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal
34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 sampai dengan Pasal
81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan
Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan
Penggugat telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam perkara
a quo patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka
petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak
melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (¢) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain
sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk
dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad
nikah baru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka
Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali
suci atau sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap dan bagi yang dalam kondisi hamil masa iddahnya
setelah melahirkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
tahun 2011 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, maka
Panitera Pengadilan Agama Rengat sudah harus menyediakan salinan putusan
untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan
diucapkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomol tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,
maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat tentang
Pembebasan Biaya Perkara nomor 327/WAKA.PA.W4-A2/HK2.6/11/2024
tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Rengat nomor 328/SEK/PA.W4-A2/SK/HK2.6/11/2024
tanggal 19 Februari 2024 atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA
Pengadilan Agama Rengat tahun 2024.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini:
Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ade Satria Ritonga bin
Parluhutan Ritonga) terhadap Penggugat (Nopita Sari binti M. Nur. IB);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Agama Rengat Tahun Anggaran 2024 ;
Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Rengat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06
Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh
kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan
Miftah Hurrahmah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh H. Jabal Nur, S.H.l. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh
Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
Ttd

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd Ttd
Dra. Hj. Dewi Warti Miftah Hurrahmah, S.H.I
Panitera Sidang
Ttd

H. Jabal Nur, S.H.l.

Perincian Biaya:

1. ATK Proses : Rp. 0,00
2. Panggilan : Rp. 0,00
3. Meterai : Rp. 0,00
Jumlah Rp. 0,00

(nol rupiah)
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